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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

1.   Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya 

berkenaan dengan analisis gugatan perbuatan melawan hukum kepada 

Menteri Perhubungan oleh masyarakat dalam konteks Tarif Batas Atas 

Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal 

Dalam Negeri berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1)   Menteri Perhubungan adalah pembantu Presiden, yang diangkat oleh 

Presiden untuk memimpin departemen pemerintahan yaitu Kementerian 

Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

transportasi, salah satunya adalah dalam hal transportasi udara. Dalam 

menjalankan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang transportasi udara, Menteri Perhubungan memiliki kewenangan 

untuk menetapkan norma Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas 

Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang 

merupakan norma batasan tertinggi untuk salah satu komponen penentu 

harga tiket pesawat yaitu Tarif Jarak. Kewenangan yang dimiliki oleh 

Menteri Perhubungan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

Undang-Undang dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal 

ini menunjukkan bahwa Menteri Perhubungan menjalankan perannya 

sebagai pemerintah dalam kekuasaan eksekutif. Dimana yang dimaksud 

dengan pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden dan Menteri. Pada 

dasarnya pemerintah juga termasuk sebagai penguasa. Dikaitkan dengan 

pengertian tersebut, maka Menteri Perhubungan yang merupakan 

pemerintah adalah penguasa.  

2)   Pada dasarnya perbuatan Menteri Perhubungan dalam menetapkan Tarif 

Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Badan Usaha 
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Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri sudah sesuai dengan 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 

2019 Tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas 

Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga 

Berjadwal Dalam Negeri, secara khusus pada Pasal 14 sampai dengan 

Pasal 18 yang mengatur terkait formula perhitungan tarif dan Pasal 19 

sampai dengan Pasal 22 terkait mekanisme penetapan tarif.  Meskipun 

sudah sesuai dengan peraturan tertulis, namun arti kata “hukum” dalam 

perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata telah mengalami perubahan yang ditafsirkan 

secara luas setelah adanya Arrest Lindenbaum VS Cohen tahun 1919, 

sehingga meliputi peraturan yang tidak tertulis. Dalam menetapkan  

Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Badan Usaha 

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Menteri Perhubungan 

tetap memperhatikan daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat 

Indonesia, disamping itu juga menerima masukan dari Asosiasi 

Penerbangan Sipil Indonesia dan maskapai penerbangan Sehingga 

angka yang tercantum pada Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan 

Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dalam 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang 

Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan 

Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, merupakan angka yang tidak 

hanya didapatkan dari yang diatur dalam peraturan tertulis saja, tetapi 

juga disesuaikan dengan kondisi masyarkat Indonesia. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Menteri Perhubungan dalam menetapkan Tarif 

Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Badan Usaha 

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri tidak melakukan 

perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.  
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2.   Saran 

1)   Terlepas dari fakta bahwa dalam menetapkan Tarif Batas Atas 

Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga 

Berjadwal Dalam Negeri Menteri Perhubungan tidak melakukan 

perbuatan melawan hukum, namun kenyatannya tetap terdapat kerugian 

yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan oleh tingginya harga tiket 

pesawat. Kerugian tersebut dapat diindikasikan oleh adanya praktik 

oligopoli yang melibatkan tujuh maskapai udara Indonesia, 

sebagaimana terdapat dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2019 Tentang Dugaan Pelanggaran 

Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa 

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam 

Negeri. Sehingga Menteri Perhubungan perlu meninjau kembali 

efektivitas dari pengawasan yang dilakukan terhadap maskapai 

penerbangan terkait Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi 

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, hal ini untuk 

mewujudkan penerbangan yang diselenggarakan dengan harga yang 

wajar dan terhindar dari praktek persaingan usaha tidak sehat 

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang lebih umum yaitu 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.  

2)   Dalam praktiknya menetapkan harga tiket pesawat maskapai 

penerbangan harus mematuhi dan menyesuaikan dengan Tarif Batas 

Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga 

Berjadwal Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, 

secara tertulis telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas 

Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga 

Berjadwal Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan Tarif Batas Atas 

Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga 

Berjadwal Dalam Negeri sendiri telah disesuaikan baik dengan 

kepentingan maskapai penerbangan maupun daya beli masyarakat 
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Indonesia. Mengingat salah satu sumber pendapatan utama maskapai 

penerbangan adalah penjualan tiket pesawat, sehingga penting bagi 

maskapai penerbangan untuk menyesuaikan harga tiket yang ada 

dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.  
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